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PENANGGULANGAN BENCANA ALAM :

Pengal okasi an, Pendanaan dan Mekani sme Penanggul angan

Bencana ALam

Lat ar Bel akang Masal ah

Berbagai daerah di |ndonesia nerupakan titik rawan
bencana terutanma genpa bum, tsunam, banjir dan |etusan

gunung ber api .

Mel i hat kondi si | anbat nya penanganan tanggap darurat
dan rekonstruksi atas bencana-bencana -yang baru saja
terjadi, nanpaknya  penerintah kurang mengant i si pasi
bencana- bencana yang akan terjadi dan tidak belajar dari

penanganan bencana yang sebel umya.

Ber bagai medi a menyebut hal i ni di kar enakan
keti dakj el asan pengal okasi an dana, kurangnya koordi nasi
serta rigidnya birokrasi dan belum transparannya prosedur
pengal okasi an dan nekani sne penyal uran dana bencana al am
yang nenyebabkan | anbat nya penberi an bantuan kepada korban

bencana al am

Dan sel'anj utnya nmuncul pula gejala tidak transparannya
pengal okasi an sanpai pengel ol aan dana bencana, sehingga
nmuncul nya i su Korupsi dan percal oan dana bencana i ni.

Il Pengal okasi an, Pendanaan dan Mekani sme Penanggul angan
Bencana Al am

Sunber Pendanaan Penanganan Bencana

Pot ensi sunber pendanaan yang tersedi a bagi penanganan
bencana al am secara garis besar terdiri dari dana APBN,
APBD, hibah (grant), serta dana yang berasal dari

masyar akat .



Pot ensi sunmber dana yang berada dalam APBN terdiri

dari :

a. Dana rupiah murni

b. Hibah luar negeri baik yang bersifat bilateral maupun
nul til ateral

c. Real okasi atau reprogranmm ng dana pinjanman |uar negeri
yang sedang berjal an dialihkan untuk wilayah terkena
bencana

d. Pinjaman luar negeri baru (apabila diperlukan) serta

e. Penundaan dana penbayaran bunga dan pokok utang | uar

negeri .
Mekani sme Pengal okasi an Dana Penanggul angan Bencana
Pengal okasi an dana bencana yang sunber pendanaannya

di anbi |l dari APBN berupa dana tanggap darurat diatur dal am
Pasal 27 ayat (4) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negar a
Dal am keadaan dar ur at Peneri nt ah dapat nel akukan
pengel uaran yang belum tersedia anggarannya, yang

sel anjutnya diusul kan dalam rancangan perubahan APBN
dan/ at au di sanpai kan dal am Laporan Real i sasi Anggar an.

Sel ur uh-kewenangan pengal okasi an ada di Penerintah
dan disetujui oleh DPR nelalui mnekani sme penbahasan rutin
APBN. Sedangkan pencai rannya dapat dil akukan sewakt u- waktu

sesuai. kebut uhan

Mekani sme Penyal uran Dana Penanggul angan Bencana

Penanggul angan bencana bagi daerah dibiayai nelal ui
ti ga nmekanisnme yaitu :
1. Melalui kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi yang
di tangani ol eh Badan Pel aksana (Bapel) dengan tugas:
a. Mengkoordi nasi pel aksanaan kegi atan rehabilitasi dan

r ekont r uksi



b. Ml aksanakan kegi at an-kegi at an t er masuk
penandat angan kontrak dengan pi hak ketiga, maupun
pengadaan barang dan j asa.

c. Mel aksanakan proyek- proyek pada berbagai sektor yang

utama dan strategis (flagship) serta seluruh proyek

yang |lintas sektor.

2. Mel alui penerintah daerah yang bersunber dari Dana
Al okasi Umum (DAU), Dana Al okasi Khusus (DAK) dan Dana

Bagi Hasil (DBH) yang

ada di APBD akan | angsung

di | aksanakan ol eh penerintah daerah, bai k ol eh Provinsi

dan nasi ng-nmasi ng Penerintah Kabupaten/Kota di wlayah

bencana.

3. Kegi atan penanggul angan

bencana yang  di biayai ol eh

hi bah dapat dil aksanakan ol eh pi hak donor atau di kel ol a

ol eh Penerintah Indonesia (Badan Pel aksana),

2. 4. Perubahan Mekani sme Penyaluran Dana  Penanggul angan

Bencana

Permerintah telah mengusul kan Mekani sme penanganan Pasca

bencana yang di usul kan ol eh penerintah dal am penbahasan

APBN 2007 adal ah<sebaga

beri kut

2006

2007

Set el ah Peneri ntah neneri na pagu
dari DPR-RI:
1. Penda Kab/ Kot a/ Prov
mengaj ukan. usul an kepada
Bakor nas PB

2. Bakornas nengadakan Rakor
I'nterdep nenbahas usul an
t er sebut

3. Hasil Rakor Interdep
di sanpai kan ol eh Bakornas PB
kepada Menteri Keuangan

4. Menteri Keuangan | angsung
nmener bi t kan dokumen anggar an
(DI PA)

5. Dokunen anggar an di sanpai kan
kepada Penerintah Daerah
KPPN dan Bakornas PB

6. Menteri Keuangan nel apor kan

Setiap Kab/ Kot a/ Satl ak PB
ber kewaj i ban
mengkoor di nasi kan pot ensi
daerah untuk pel aksanaan
rehabilitasi dan rekontruksi
daerah masi ng- masi ng

. Apabila masi h ada yang bel um

tertangani ol eh

Kab/ Kot a/ Sat | ak PB nmaka

di | apor kan kepada

Provi nsi / Sat kor| ak PB

Provi nsi/ Sat kor| ak PB

ber kewaj i ban
nmengkoor di nasi kan pot ensi
daer ah bai k Kab/ Kota maupun
Provi nsi untuk pel aksanaan
rehabilitasi dan rekontruksi
di i ngkup provinsi yang

ber sangkut an.




penggunaaan dana
penanggul angan bencana kepada
DPR —RI

. Apabi l a masi h ada yang bel um
tertangani , maka dil aporkan
ke Pusat (Bakornas PB) untuk
seterusnya di | akukan seperti
nmekani sme di atas.

Sedangkan nekani sne penyal uran
Bencana (DPB) untuk
sur at No. S54/ MK. 02/ 2006

nekani sme pencairan

tahun anggaran (TA)

Dana Penanggul angan

Dana Penanggul angan
2006 el al ui
Di | akukannya

Bencana (DPB)

per ubahan

untuk Tahun Anggaran (TA) 2006 dan seterusnya di harapkan

penanggul angan bencana tidak terlanbat. Perbandi ngan
nmekani sme  penyaluran dana penanggul angan bencana
di j el askan sebagai beri kut
No sebel um per ubahan Usul an. perubahan dari Depkeu
Ber dasar kan Keppres Badan Koor di nasi Nasi onal

No. 3/ 2001 di bent uk Badan
Koor di nasi Nasi onal

Penanggul angan Bencana dan
Pengungsi yang di dal ammya
terdapat perwakil an dari
depart enmen-departenen teknis
terkait dan segal a

penbi ayaan unt uk nendukung
kegi at annya di bebankan
kepada APBN.

Penanggul angan Bencana dan
Pengungsi di dal am€mmya
terdapat perwakil an dari
depart enen- departenen teknis
terkait dan segal a

penbi ayaan unt uk mendukung
kegi at annya di bebankan
kepada APBN.

Penbi ayaan kegi at an dan
oper asi onal’ Sat kor| ak dan
Sat | ak .Bakor nas BP di beban-
kan kepada APBN Provinsi/
Kab/ Kot a nasi hg-masi ng.

Dokunen DI PA akan

di al okasi kan pada mnasi ng-
nmasi ng departenen sesua
dengan tugas pokok dan
fungsi (tupoksi), baru
kenudi an di | apor kan kepada
DPR.

Bakornas PBP nengeval uasi
usul an penggunaan DPB yang
di sanpai kan ol eh para bupati
dan wal i kota dan atau
kenent eri an dan | enbaga

Depkeu neni nta persetujuan
pani tia anggaran DPR dahul u
sebel um nener bi t kan dokumen
Dl PA. Setel ah di kel uarkan
per set uj uan, barul ah

di kel uar kan DI PA yang
kenudi an di sanpai kan kepada

Depkeu | angsung

nengal okasi kan DPB dengan
cara nenerbitkan dokunen
anggaran DI PA (Daftar Isian
Pel aksanaan Anggar an)
set el ah nmendapat usul an dari
Penda Kabupaten dan tel ah




Penda, KPPN (Kant or di bahas ol eh Badan
Pel ayanan Per bendahar aan Koor di nasi Nasi onal
Negara) dan Bakornas. Menkeu | Penanggul angan Bencana dan
kenmudi an mnel apor kan Pengungsi (Bakor nas PBP)
penggunaan anggaran tersebut |dalamrakor inter
kepada DPR. Sehi ngga depart enen
pencairan dana dil akukan DI PA akan di al okasi kan pada
pada triwil an ke tiga dan masi ng- masi ng depart enen
keenpat teknis terkait sesuai dengan
tupoksi baru kernudi an
di | apor kan kepada DPR

2. 5. Peran DPR dalam Fungsi Anggaran dan - Pengawasan

Pendanaan Penanggul angan Bencana

Dal am nekani sme Al okasi hi ngga - penyal ur an Dana
Penanggul angan Bencana nemang tidak . dicantunkan secara
eksplisit peran dan fungsi DPR Fungsi DPR dil aksanakan pada
saat pel aksanaan al okasi Dana Tanggap Darurat pada Penbahasan
APBN. Sel anjutnya pada saat - pelaksanaan kegiatan, fungsi
pengawasan DPR hanya dil aksanakan seperti unummya pengawasan
anggaran rutin | ainnya.

Hal ini tentunya berpotensi menjadi polemk, nengingat
fungsi DPR untuk -nmenyanpai kan aspirasi rakyat, tentunta
termasuk aspirasi “dari daerah-daerah yang terkena bencana. Hak
unt uk pengawasan j uga nmel i puti kegi at an- kegi at an
penanggul angan bencana.

Tidakl ah bijak hanya nenyandarkan beban dan tanggung
j awab . perencanaan hi ngga akuntabilitas kegi atan penanggul angan
bencana alam hanya pada Penerintah, apalagi hanya pada
pel aksana kegi atan seperti Bakornas dan Kantor Menko Kesra.
Nanun turut canpur DPR yang tidak pada porsinya, nisalnya
dal am pengal okasi an yang akan berpotensi nenyebabkan tuduhan
i ndi kasi KKN dan per cal oan.

Sebuah sistem yang sehat, tentunya tercipta dari adanya
per encanaan yang terpadu, Kkegiatan yang terkoordinasi hingga
pel aporan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga harus

ditunjang dengan kesenpatan rakyat untuk  nenyanpai kan




aspirasi, masukan dan juga hak untuk nelakukan pengawasan.
Fungsi inilah yang tentunya harus dil aksanakan dengan bai k dan
efektif ol eh DPR sebagai perwakilan rakyat.

Kondi si yang sekarang terjadi, Bakornas sebagai |enbaga
resm yang berhak nenggunakan banyak dana APBN bel unl ah
meni | i ki pasangan kerja (counter part) Komisi di DPR Hal in
tentunya nenanbah Kketidakjelasan nekani sne pengal okasi an,
penggunaan hi ngga pertanggungj awaban dana bencana, wal aupun
Panitia Anggaran DPR pernah berinisiatif nenyusun nekanisne
tersebut namun kernudi an neyepakati untuk nenunggu sel esai nya

penbahasan RUU Penangganan Bencana.

[11. Kesinpulan dan Saran

Kesi npul an

1. Pengal okasian dana penanggul angan bencana nmerupakan
kewenangan penerintah yang ~dilakukan nelalui nekanisne
penbahasan APBN. Nanun, tidak nmenyebutkan secara eksplisit
f ungsi DPR, kecual i - fungsi anggaran pada nekani sne
penet apan APBN.
2. Pendanaan penanggul angan dan rehabi | i tasi bencana
di | akukan nel alui- ti ga nmekani snme
a. Badan Pel aksana (Bapel) Rehabilitasi dan Rekonstruksi
(Bel um di put uskan nmerupakan counter part kom si)

b. Penerintah Daerah nelalui nekanisne anggaran daerah
yai tu DAU, DAK dan DBH
(Di bahas dalam Panitia Kerja Belanja Daerah Panitia
Anggar an DPR)

c. Lenbaga Donor (di bawah koordi nasi Bappenas)

3. Adanya perbai kan nekani snme di harapkan dapat neni ngkatan
kesi gapan aparat penerintah bai k pusat maupun daerah serta
menadai nya i nformasi dan sosialisasi serta penanganan yang
t epat dan cepat dal am koor di nasi bi r okr asi

4. Program penanganan rehabilitasi dan rekontruksi diharapkan

dapat di si nkronkan dengan program peneri ntah daer ah.



Saran / Rekonmendasi

1. Penerintah dan DPR perlu nel akukan eval uasi dan

penbi caraan nenyel uruh terhadap nekani sne pengal okasi an,

penggunaan hi ngga pertanggungj awaban dana bencana

nmengi ngat di dal am undang- undang nmengananat kan bahwa dal am
keadaan darurat penerintah dapat nelakukan pengel uaran
nanun tetap harus diusul kan dalam perubahan APBN pada
tahun tersebut, dan disanpai kan dalam |aporan realisasi
anggar an.

2. Diperlukan sebuah sistemterpadu dari Pengal okasian hi ngga
pertanggungj awaban dana penanggul angan bencana yang
nel i bat kan perencana dan pel aksana dari Penerintah, dengan
nmengakonodi r aspirasi rakyat dan hak pengawasan Yyang

di sanpai kan DPR Hal ini nengingat nekanisne penanganan

pasca bencana yang pernah diusulkan penerintah Kkepada

Pani ti a Anggaran DPR bel um ah di put uskan.

3. Bakornas sebagai |enbaga independen yang bertugas dalam
penanggul angan bencana <wajib mel apor kan | apor an
pel aksanaan tugasnya kepada pr esi den. Sel anj ut nya
pengawasan penggunaan anggaran dan pel aksanaan tugas
Bakornas dil aporkan oleh presiden kepada DPR sebaga
bentuk pertanggung jawaban anggaran negara. Hal ini

tentunya juga nenuntut kejel asan Koni si DPR yang nerupakan

counter part dari Bakornas.

4. Dal am penyaluran dan penggunaan dana bencana Perlu

di | akukan perencanaan dan koordinasi antar sektor agar

proses rehabilitasi dan rekontruksi dapat berj al an
sinergis, simultan dan berkesi nanmbungan.

5. Untuk nenperjelas proses dan nekanisnme pengal okasi an
pendanaan dan Kkegiatan penanggul angan bencana seperti
hal nya posi si kel enbagaan yang berwenang nenangani
kegi at an penanggul angan bencana (Bakornas, Menkokesra dan

Penda) perlu segera disahkan undang- undang penanganan

bencana. RUU saat ini masih dalam proses penbahasan
Pansus. Panitia Anggaran DPR pernah nmemulai inisiatif

untuk nenyusun nekani sme pengal okasi an pendanaan dan



kegi at an penanggul angan bencana, namun di sepakati nmenunggu
di sel esai kannya penbahasan RUU Penanganan Bencana
t ersebut .

Penggunaan dana- dana bantuan dan partisipasi publik yang
berasal dari dalam dan |uar negeri harus dikoordinir oleh
penerintah dan dil aporkan secara transparan dan berkal a.





